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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pengesahan U

dang !‘r 23 Ta‘ sebagai pengganti dari

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan maka sistem

Undang-Und

pemerintaha walnya tersentralisasi pada pemerintah ara bertahap

diserahkan kepada pemerintah daerah, .\agar menunjang pelaksanaan otonomi

YN }( g,e-‘,
ia yang mendorong‘@} t@fnya pengelolaan ke
"\

V4
akuntabel. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

daerah g lebih

transparan

2004 tentan imbangan Keuangan antara Pemerintah P Pemerintah
Daerah, konsekuensi bagi pemerintah daera melakukan
manajemen pemerinta khususnya,dalam ha

.an pada masing-masing
daerah. Sistem ini nantinya akan d ujudkan pengelolaan keuangan yang

tertib dan taat pada peraturan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada

masyarakat.
Upaya nyata d tanggujawab dan transparansi

dilingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diharuskan
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menyampa§an IaNan pertangefﬁ an pengelolaan ketiangan nelqara dengan
NUNG DJAT

cakupan yang lebih luas dan tepat w. t
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan hasil representasi

dari posisi keuangan begitu juga dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh



suatu entitas pada sektor publik, tujuan nya adalah untuk memberikan dan juga
menjelaskan mengenai informasi-informasi kepada informan guna untuk

memberikan penjelasan mengenai arah dan juga posisi keuangan yang berpengaruh

u‘ si Pemerintahan (SAP)

enyajian mengenai |nf keuangan suatu entitas

terhadap pengambilan keputusan.

Tujuan lapora

merupakan sebagai b

sektor publi ermanfaat bagi para pengguna dalam men tabilitas dan

membuat kepUtusan baik keputusan ekor}gmi, sosial mapun politik. Berdasarkan PP

2010 bahwa Lapemg-:-,f Ceuan an terdiri dari L Realisasi

'k-. R

Anggaran, aca, Laporan Arus de’ Lap{@ran Operasional, Lap erubahan

No. 71

Ekuitas, Laperan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatam atas Laporan

Keuangan.
Laporan Reali

ggaran (LRA) yan likasikan pemerintah

sebagai bentuk transp |nforma5| yang sangat

bermanfaat untuk menilai kinerja angan daerah. Jika dilihat dari segi

sangat penting dibanding @@ denga

kedudukannya, Laporan Realisasi Angfaran (LRA) ini mempunyai peran yang
ya LRA ini pada dasarnya

menyajikan antara anggara

laporan keuarbmmwmrm&. LKA AugeladhbE €36 Roran keuangan
suatu daers LJHNANEI’G&H’INM Mﬁ @]AEI menyusun

laporan neraca, laporan operakoﬁme%%&)’rgf arus kas. Adapun unsur-unsur

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berupa pendapatan,

satu periode dalam suatu

belanja, surplus/deficit dan pembiayaan. Dengan adanya LRA nantinya akan



berguna bagi atau para pembaca laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja

pada laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis

apa m Laporan Realisasi Anggaran adalah
ang dikeluarkan dari

ah yang mengurang s dana lancar, yang

g.an diperoleh
nya kembali oleh daerah.

f
yang sering terjaﬂ@%}g}ﬁcajian sisi belanja a
y 3\.’_:

penyerap ggaran belanja baik lﬁé‘ ba ja langsung maupun langsung.
erapan anggaran yang kurang, maka akan meni Ikan masalah-
hal kinerja belanja seperti semakin men ertumbuhan

in menurun dan jugy'rasmya antara belanja

Berdasarkan telaah awal yang

pembiayaan.

Salah satu unsur yang terd

Belanja yang secara

Rekening Kas Umu

merupakan n daerah dalam satu tahun anggaran yan

pembayaran

endahnya

Oleh karena

masalah lai

.E

belanja, efesiensi yan

modal dan opera3|onal

ukan peneliti dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandung, bahwa andQaran belanja dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan j Ul maupur@lelanja tidak langung, yaitu

pada tahun 2014 total an belMja®Kota BaMung pada angka Rp. 5.

717.545.328 40BN \P4IRELT 2085 bebisax R DSF3CGPE 1R7.049 dan pada
tahun 2015&&%4.@*1&4 UJN Giadelu%‘Iclbawah ini.

BANDUNG



Tabel 1.1
Total Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Bandung
Tahun 2014-2016
Tahun Belanja Belanja Tidak Jumlah

Anggaran Langsung Langsung

2014 3.014.489.965.9 .055.36 5.717.545.328.505

2015 .769:110.380.336 | 2.784.258.416. 6.553.368.797.049

2016 .313.576.823.290 | 2.901.243.729.732 20.553.022

Sumber

poran Realisasi Anggar ﬁKotg Bandung Tahun 20 016 (Data
Olah \%&éﬁ%g-

P

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dijelaskan bahwa total anggaran belanja baik

belanja lan n tidak langsung Kota Bandung dari tah -2016 selalu

mengalami kenal

n, namun belum terealisasi sepenuhnya, pada tahun 2014
anggaran belanja K‘ung Rp. '328.505 tetapi dalam
sebesar Rp. 5.

realisasinya hanya 589.826.032 dan sekitar Rp.

1.281.955.502.473 tidak terealisasikanggari total yang di anggarkan pada tahun

tersebut. Begitu juga haljil#a deng n a ran belanja kota bandung
adalah sebesar Rp. 6.553% 49Met@l dalam @Balisasinya hanya terserap
sebesar Rp. dﬂi%;%ig?sllei_ Ad nlgeﬂ&rprJESéLéi%fSQBM tidak

terealisasi%rmtwmaf@ﬂ N‘WN‘G D] ATl
BANDUNG




Tabel 1.2
Realisasi Belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2014 dan 2015
Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
2014
a. BelanjaTidak .340.030.458.907 | 85%
Langsu
b. ngsung 69%
a. BelanjaTidak ‘1.2.784 .416.71'.283.630.304.734 82%
Langsung
@
c. Belanja Langsung p.2.818.307.902.431 | 74%
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
\
SUNAN GUNUNG DJATI

Sumber: Laporan Realisasi¥\agsd e [Kiatd Bandung Tahun 2014-2016 (Data

Olahan)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja

tidak langsung sampai akhir tahun 2014 masih berada dibawah 85% dan belanja




langsung masih berada di bawah 70% dengan persentasi terendah berada pada 69%.
Dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 realisasi belanja tidak langsung
mengalami penurunan 3% dari tahun sebelumnya menjadi 82% pada tahun 2015,

akan tetapi pada belanja langsung m lami kenaikan dari tahun sebelumnya

menjadi 74% tapi be akan kenaikan masih

berada di bawah 95% un sebelumnya hanya i angka 69%.

Data tu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ndung yang

menunjukkan‘hasil hampir sama dalam mereallsa5|kan anggaran belanjanya adalah

Dinas K ikasi dan Informaﬂk{«gﬁwﬁndung, hal ini dap ibat dalam

Laporan asi Anggaran (LRA), dﬁna pada tahun 2015 saja si belanja

hanya menyepntuh angka Rp.47.260.281.001 atau 89% dari total anggaran belanja

tahun 2015 p.53.063.861.335. penjelasan selanjutny -pos belanja

dapat diuraikan pada t sebagai berikut:

Realisasi Anggaran DISK&KOM Bandung Tahun 2015

Belanja Anggaran Realisasi %

Belanja Operasi Rp.4 38?2 35 38.948.223.589 | 90%

e Belanja Pegawai | Rp.9.105.038.833 | Rp.8.445.637.631 | 92%
. sebdNHAYERSITAS ISLAM NEGERI |
S UNAN| GORUR G ERTT |
BANDUNG

Belanja Modal Rp.10.039.135.000 | Rp.8.312.057.412 | 82%

e Belanja Peralatan | Rp.10.039.135.000 | Rp.8.312.057.412 | 82%




Sumber: PPID Kota Bandung-DISKOMINFO Tahun 2015 (Data Olahan)

Data pada tabel 1.3 di atas memperlihatkan realisasi anggaran belanja pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada tahun 2015, tingkat

realisasi belanja masih berada pada rsentasi sebesar 90%, hanya ada satu

akun yang menyentuh 2% yaitu pada realis ja pegawali, sedangkan

untuk reali ja seperti belanja modal dan belanja oper ih berada pada

posisi diba

ahun berikutnya, anggarg& pada tahun 2016 mengalami kenaikan
8.014.979, akan teta@ﬁ’%{lsw secara keselur dalam

./,’\4"" -
kategori rendah karena realisasinya hanya sebesar Rp. 73.608.812.700 atau hanya

menyentuh % dari total anggaran yang disediakan, enunjukkan

terjadinya p

Selanjutnya dari pos-p‘;l dapat diuraikan p. 1.4 sebagai berikut:
4

Realisasi Anggaran DISKOMINFO Kota Bandug Tahun 2016
an

Belanja Anggaran Realisasi %

Belanja Operasi w.gm F'65.117.728.104 84%

- SoRFIPERSTARS T SH AT RS |7
+ BUNAN| LD G AT | o

dan jasa BANDUNG

an dalam penyerapan anggaran dari sebelumnya.

Belanja Modal Rp.10.997.672.000 | Rp.8.491.084.596 | 77%

e Belanja Peralatan




Rp.10.997.672.000 | Rp.8.491.084.596 | 77%

Sumber: PPID Kota Bandung-DISKOMINFO Tahun 2016 (Data Olahan)

Data pada tabel 1.4 di atas me lihatkan realisasi anggaran belanja pada
SKPD Dinas Komunik, fo‘a I‘:da tahun 2016 tingkat

realisasi belanja baik perasional dan juga be dal yang masih berada

pada kisar ntasi sebesar 87%, dan jika dibandin ngan tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2015 semuanya mengalami pen

A

';,,:, gggasl yang hanya menye

nan dari segi

realisasin lai dari realisasi be ngka 84%

; FZINY o
yang me i penurunan sebesar @%’ d&t‘\i,_tahun sebelumnya, d realisasi

belanja modal.sebesar 77% yang mengalami penurunan 5% dari tahun sebelumnya.

Mer ada Peraturan Menteri Keuangan Nom MK.02/2015

tentang Tata Cara Pe enghargaan dan Peng nksi Atas Pelaksanaan

Anggaran  Belanja , dengan demikian

i
Kementerian/Lembaga dituntut secaraisah dan formal untuk berfokus pada

pelaksanaan realisasi anggarannya, jikamak terpenuhi maka akan ada sanksi yang
akan diberikan sesuai dewnlrﬂjika penyerapan anggaran
yang ada tidak mencapai pr anduelite#epkan yaWl sebesar 95% yaitu berupa
pemotongan WW EeRgel "lgdélsl Pg\ﬁ;ﬂwalp@g @pgRryn pada tahun

verikunyd UNAN GUNUNG DJATI
Berdasarkan latar belal@ﬁémag&l”wg&s, maka peneliti tertarik untuk

mengetahui kinerja belanja dalam LRA dengan melakukan penelitian dengan

menganalisis kinerja belanja daerah dengan menggunakan analisis rasio kinerja



belanja daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Belanja
Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung Tahun 2015 dan 2016

elakang masalah di !as, lmaka perlu dibuatnya

h dalam penelitian ini. Hal ini bertuj

B. Pembatasan Mas

Berdasarkan latar

pembatasan r hasil dari

penelitian ini terfokus pada apa yang akan diteliti. Adapun untuk pembatasan
masalah enelitian ini adalah E@&ikut:

.
1. Lapo ealisasi belanja dalam™ Laporan Realisasi Anggar RA) pada

Dinas Kemunikasi dan Informatika Kota Bandung pada periode 2015 dan
2016.

2. Laporan Realisasi ja operasi dalam Lapo lisasi Anggaran (LRA)
pada Dinas Komu‘l In'ota,; pada periode 2015 dan
2016.

3. Laporan Realisasi Bglanja mo an Realisasi Anggaran (LRA)

pada Dinas Komunikgsi ota Barj@llung pada periode 2015 dan

2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

¢ remQHUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.

D. Tujuan elitian

1

10

Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan Rasio
Pertumbuhan Belanja tahun 2015 dan 2016?

Bagaimana kinerja belanja dala

Dinas Komunika nf ot‘lg berdasarkan Rasio
Keserasian Belan 2015 dan 2016?

(LRA) pada

oran Realisasi Anggaran (LRA) pada

Bagai erja belanja dalam Laporan Realisasi A
Dinas Komunikasi dan Informatika I;l'(ota Bandung berdasarkan'Rasio efesiensi

)
Bel un 2015 dan 201675 ;9%,,

P

Ber pada rumusan masalah yang peneliti u i atas, maka

penelitian ini bertujua
. Mengetahui kinerj a da,Lap alisasi Anggaran (LRA)

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan Rasio

Pertumbuhan Belanj
Mengetahui Kinerja ealisasi Anggaran (LRA)

pada Dinas Komunikasi

Keserasido/Bsldnd Bl 1015\Sn 26 AM NEGERI
Meng&“ MMnﬁM MaULMﬁ R&M‘E&ran (LRA)

pada Dinas Komunikasi d[z}rﬁ#fjo!aaltljkr;llgta Bandung berdasarkan Rasio

ndung berdasarkan Rasio

Efesiensi Belanja tahun 2015 dan 2016.
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E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan seb mber bacaan atau referensi yang dapat

S
memberikan informasi rit iris ihak-pihak yang hendak

melakukan penelitian endalam atau lebih | engenai permasalahan

yang peneli t dalam penelitian ini serta sebagai pena ber pustaka

yang telah ada.

2. Ke raktis ""“'&é gﬁaﬂ";
v g
a. Bagi Si ,}fb‘i \;&

1) Peneli

ian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukam,dan gambaran

inas Komunikasi dan Informatika Ko

menentukan n strategi untuk perbai dalam merealisasikan
anggaran bela y’ian alam APBD pada masa

yang akan datang.

ung dalam

2) Penelitian ini diharapkan @rguna sebagai bahan kepada Dinas
Komunikasi

WJ ﬂ
keputusan untuk pe arani rasa yang

b. Bagi PentltN [VERSITAS ISLAM NEGERI
1) PSMMMMGM MMGanDJAIrIniIai positif
dan sangat membantLB Mip HJH geningkatkan kualitas keilmuan

peneliti.

d

ng dalam pengambilan

an datang.
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2) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman peneliti berkaitan dengan
kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khusunya yang berkaitan

langsung dengan bidang keuangan ataupun akuntansi sektor publik.

y di‘ka‘rikan informasi atau
masyarakat luas meng lisasi belanja daerah.

elitian ini diharapkan sebagai bentuk

c. Bagi masyarakat

1) Hasil peneli

pengetahuan

2) Ha aransi akan
akuntabilitas pengelolaan keuaﬂgan yang dikelola baik oleh pemerintah

i
ataupun SKPD. o

., -
7N
d. Bagi iti Selanjutnya ,éf’$ 5@\\

1) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagigpeneliti-peniliti

se sebagai bahan pembanding dalam melakukan

penelitian le

' jut pada bidang kajian v a.
2) Penelitian ini a i anl bagi peneliti-peniliti

selanjutnya sebagai

rujukan*dalam melaksanakan penelitian yang

berkaitan dengan '|udul peneliti.
F. Kerangka Pemikiran | I I

DalanuNiMIE BiSIlJaﬁgSa MAMteNrE@rE&! konsep yaitu

Grand The&MMM, QC!p!r%LM NQ Dmrl\@a—[;ilheory yang

BANDUNG

digunakan dalam penelitian ini adalah Keuangan Negara, middle theory yang

digunakan adalah Akuntansi Sektor Publik dan operational theory yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Teori Rasio Kinerja Belanja.
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Menurut Bastian (2010:42) Keuangan Negara dapat diintepretasikan
sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam
kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan.

Keuangan negara menurut Undafig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara pas ah d iban negara yang dapat

dinilai dengan uang, gala sesuatu baik beru ataupun barang yang

dapat dijad ik negara berhubung dengan pelaksanaa n kewajiban

tersebut. A
f
Bastian (2005:153;%'@@5& sektor publik ad ekanisme

fé;(;si\\
teknik da Isis akuntansi yang ditﬁff’fpl:?ﬁ pada pengelolaan dan yarakat di

lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departem dibawahnya,

pemerintah saha Milik

Daerah (BUMD), Le Swadaya Masyarakat , dan Yayasan Sosial,
maupun pada proyek-p ja ’ p swasta.
k m

Alat yang digunakan untu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

analisis realisasi penyerapan anggaran

belanja daerah guna untuk men ev&lasi apakah pemerintah daerah telah

menggunakan APBD sec tif (value for money) yaitu

dengan menggunakan Anali

153) yang mdnbpcikar BaRE] AnAliSs leRdoasahbeldiE @igkikdn dengan cara

sebagai be&U NAN GUN UNG D]AT]
BANDUNG

menurut Mahmudi (2016:

1. Rasio Pertumbuhan belanj
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Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah

dicapai dari periode ke periode berikutnya.

0%

RBa — % 10
R
Keterangan: . ‘

a. RBa:

elanja tahun sebelumnya

b. RBb:re

si belanja tahun sekarang

2. RasioMeserasian Belanja ‘"Q&

Ra eserasian bermanfaﬁ(&ia pembaca laporan gan untuk

mengetahui imbangan antar belanja.

a) Rasio odal terhadap Total Belanja

Rasio belanja r‘:ad nja.an perbandingan antara
total realisasi belanja modal dengan to anja daerah. Dengan rasio ini, pembaca

laporan dapat mengetahui porsi belanj@ang dialokasikan untuk investasi dalam

FW 'mtotal belanja dirumuskan

UNIVERSSEASD2WAM NEGERI

SUNAN GUNRUNG DJATI
BANDUNG

bentuk belanja modal.

sebagai berikut:
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b) Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja

Rasio belanja opersional terhadap total belanja merupakan perbandingan

antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menggambarkan

mengenai porsi belanja daerah yan asikan untuk belanja operasi. Rasio

belanja opersional ter | belanjaidirumusk ai berikut:

total belanja operasional

total belanja "’

Semakin tinggli presentase a Yyang dialokasikan
g
rutin/b rasi berarti present@‘@anja modal atau pe

uk belanja

n yang
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat

cenderung s ecil.

c) Rasio Efesiensi

Rasio efesiensi

nja me'rbandm! antara realisasi belanja

dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur

tingkat pengematan angg@ian yangglilgisuk intah. Rasio ini dirumuskan
sebagai berikut: ‘ .

UNIVERSE 51 st NEGER]
JikSrQoeNﬁ%ﬁmLa gaym lel)%g;a p[pelﬁ%;l:i rah dinilai

BANDUNG

telah melakukan efisiensi anggaran. Sebaliknya jika melebihi 100% maka

mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.
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Keuangan Negara

{

Akuntansi Sektor Publik

U ey

Analisis Kinerja Belanja

Dalam Menganalisis kinerja belanja
dapat menggunakan rasio sebagai
berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Belanja

2. Rasio Keserasian Belnja

3. Rasio Efesiensi Belanja
(Mahmudi, 2016:153)

Gambar 1.1
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Kerangka Konseptua .

s
&
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